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ABSTRAK

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem
terintegrasi dalam pengembangan e-government di Indonesia sebagai pemenuhan tuntutan
publik melalui perencanaan strategis, sistem penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan
pelaporan kinerja serta berfungsi untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan melalui evaluasi dan efisiensi operasional pemerintahan,
sertamenjamin akuntabilitas fiskal dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan
laporan hasil evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB menunjukkan
sebagian instansi pemerintah belum mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang diharapkan,
dengan penilaian masih didominasi tingkat sedang hingga rendah. Lokasi penelitian ini di
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Metode penelitian
dilakukanmelalui pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis
efektivitas penerapan SAKIP dalam pelaporan kinerja di Sekretariat Daerah Kota Palembang.
Fokus penelitian ini sejalan dengan teori efektivitas menurut Martani dan Lubis (2007), yaitu
mengidentifikasi faktor-faktor determinan efektivitas SAKIP dalam Pelaporan Kinerja melalui
3 (tiga) pendekatan utama yaitu, faktor sumber, faktor proses, dan faktor sasaran, serta
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian,
dapat disimpulkan bahwa penerapan SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Palembang
sudah menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan peningkatan capaian kinerja
dan efisiensi penggunaan anggaran, serta penerapan SAKIP yang telah menunjukkan
perbaikan dari segi efisiensi dan kualitas pelaporan. Temuan ini menunjukkan bahwa
efektivitas SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dinilai sudah berjalan
efektif, tepat sasaran, dan berkontribusi signifikan, namun masih memerlukan berbagai
penguatan, khususnya pada aspek sumber daya, integrasi proses, dan kesesuaian
indikator kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang akuntabel.
KataKunci: SAKIP, PelaporanKinerja,Akuntabilitas
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ABSTRACT

The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is an
integrated system in the development of e-government in Indonesia as a fulfillment of
public demands through strategic planning, budgeting systems, government
accounting, and performance reporting and serves to measure the success or failure
of the implementation of programs and activities through evaluation and efficiency of
government operations, as well as ensuring fiscal accountability and transparency in
budget use. Based on the SAKIP evaluation report published by the Ministry of PAN-
RB, it shows that some government agencies have not yet reached the expected level
of performance accountability, with the assessment still dominated by moderate to
low levels. The location of this research is in the Planning and Finance Section of
the Palembang City Regional Secretariat. The research method was carried out
through a descriptive qualitative approach. This research aims to analyze the
effectiveness of SAKIP implementation in performance reporting at the Palembang
City Regional Secretariat. The focus of this research is in line with the theory of
effectiveness according to Martani and Lubis (2007), namely identifying the
determinants of the effectiveness of SAKIP in Performance Reporting through 3
(three) main approaches, namely, source factors, process factors, and target factors,
as well as the obstacles faced in its implementation. Based on the results of the study,
it can be concluded that the implementation of SAKIP in the Palembang City
Regional Secretariat has shown positive results, marked by an increase in
performance achievements and efficiency of budget use, as well as the
implementation of SAKIP which has shown improvements in terms of efficiency and
quality of reporting. These findings indicate that the effectiveness of SAKIP in the
Palembang City Regional Secretariat can be assessed as running effectively, on
target, and contributing significantly, but still requires various strengthening,
especially in the aspects of resources, process integration, and suitability of
performance indicators to improve the quality of accountable reporting.
Keywords: SAKIP,PerformanceReporting,Accountability
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era tata kelola pemerintah yang baik, sangat penting bagi instansi

pemerintah untuk bekerja dengan kecepatan dan ketepatan. Tujuan dari setiap

instansi pemerintah di Indonesia adalah untuk mengimplementasikan inisiatif

pembangunan yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta

meningkatkan akuntabilitas, untuk memfasilitasi hal ini, instansi pemerintah

membutuhkan alat canggih untuk mempercepat proses kinerja mereka, yang

seringkali dicapai melalui digitalisasi. Digitalisasi merupakan pendekatan inovatif

dari pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun sistem

atau aplikasi seperti situs web (Khirdany & Anas, 2024). Tujuan dari situs web ini

adalah untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengawasan dan evaluasi layanan

publik yang disediakan oleh pemerintah. Pembentukan situs web ini merupakan

wujud nyata dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintah Berbasis Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-

government. E-government memberikan peluang bagi pemerintah pusat dan daerah

untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sebagai sebuah pembaharuan dasar reformasi dalam sistem pemerintahan,

reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi

pemerintah. Pemerintah berupaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam

rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntabilitas kinerja dan menciptakan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu

inovasi dari pengembangan e-government yang diberlakukan sebagai bagian dari
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reformasi birokrasi. Sesuai dengan konsep akuntabilitas keuangan, sistem ini

menggabungkan sejumlah komponen yang berintegrasi, termasuk sistem

perencanaan strategis, penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan pelaporan kinerja

(Pasinringi, 2010). Sistem inilah yang kemudian menghasilkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai outputnya, dengan

menilai tingkat pencapaian kinerja, pendekatan ini menentukan keberhasilan maupun

kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja

yang dapat direalisasikan, kemudian hasilnya digunakan sebagai masukan untuk

meningkatkan pencapaian guna perbaikan strategi di masa yang akan datang.

Gambar 1. Tampilan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)
Sumber: official website SAKIP Kota Palembang

Pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas dan melakukan evaluasi kinerja

yang efektif untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

menjelaskan bagaimana pemerintah mencapai hal tersebut melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014, adalah rangkaian tindakan, instrumen, dari berbagai aktivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
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instansi pemerintah. Setiap institusi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi

kewajiban ini dalam rangka memberikan informasi, baik keberhasilan maupun

kegagalan program yang telah dilaksanakan.

Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai unsur lembaga pemerintah

daerah mempunyai tugas dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah,

memantau serta mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan pemerintah daerah,

membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah, serta melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai fungsi dan kewenangannya. Dalam

struktur Sekretariat Daerah terdapat bagian perencanaan dan keuangan yang turut

bertanggung jawab juga dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Bagian ini bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan

perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah

daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan di bidang

perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memegang

peranan penting dalam mendukung proses pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah disusun dan dirancang untuk menilai serta melaporkan

tingkat efektivitas dan efisiensi operasional pemerintahan, guna menjamin

akuntabilitas fiskal dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu program prioritas pemerintah, di

mana hal ini ditetapkan sebagai salah satu dari tiga sasaran utama dalam reformasi

birokrasi. Selain itu, akuntabilitas kinerja juga tercantum sebagai subindikator dalam

sasaran utama pembangunan nasional yang tercantum di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Akuntabilitas kinerja berperan



4

penting dalam memberikan pertanggungjawaban atas perencanaan maupun

pelaksanaan anggaran yang perlu diketahui publik. Dalam meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, perencanaan berfokus pada tiga pilar utama tata kelola

pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu

instrumen untuk mengelola nilai-nilai akuntabilitas dan keterbukaan ini adalah

melalui penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Pemerintah diharapkan dapat terus menyampaikan informasi secara terbuka

kepada masyarakat guna membentuk masyarakat yang terinformasi dan mampu

memberikan saran maupun masukan terhadap kinerja pemerintah. Dalam mendukung

terwujudnya tata kelola yang efektif, data yang disampaikan juga perlu disertai

dengan bentuk pertanggungjawaban. Adapun komponen dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup perencanaan kinerja dengan bobot

penilaian sebesar 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, serta

evaluasi kinerja 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 12 Tahun 2015.

Selain itu, aspek prestasi kinerja juga diperhitungkan dengan bobot penilaian sebesar

20%.

Tabel 1. Kategori Predikat SAKIP
Sumber: Kementerian PAN-RB (2021)

Laporan evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menjelaskan bahwa
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masih banyak instansi pemerintah yang belum mencapai tingkat akuntabilitas kinerja

yang diharapkan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah

Kota Palembang dari tahun 2022-2024, kategori penilaian indikator kinerjanya

berada pada predikat “BB (Sangat Baik)”, unit utama yang didominasi oleh tingkat

sedang hingga rendah dengan skor 70-80 dari segi efektivitas dan efisiensinya.

Namun belum mampu memperoleh predikat “AA (Sangat Memuaskan)” atau

predikat “A (Memuaskan)” yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian

kinerja pemerintah daerah dengan skor unit utama dari 80-100.

Tabel 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2022-2024

Penerapan SAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah

atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran dalam rangka

mewujudkan good governance. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

komitmen pemerintah daerah, serta dukungan pemerintah pusat secara simultan

maupun parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas

pelaksanaan SAKIP di Kota Palembang.

Akuntabilitas merupakan bentuk penerapan tata kelola pemerintah yang baik

dalam mempertanggungjawabkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan,

melalui media pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala. Media tersebut



6

sangat penting untuk menilai kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan

program atau kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana

hasil program tersebut mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi

pemerintah. Oleh karena itu, untuk mempermudah pelaporan dan menciptakan

transparansi, pemerintah merancang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang mencakup rencana strategis, perjanjian kinerja,

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta tinjauan dan

evaluasi kinerja.

Efektivitas mengacu pada sejauh mana hasil yang dihasilkan mampu

menjawab atau mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan

dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan operasionalnya berhasil mewujudkan

hasil akhir sesuai dengan arah kebijakan yang telah direncanakan. Dengan kata lain,

efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan dan target, tanpa

mempertimbangkan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dalam proses

pencapaiannya. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas SAKIP dalam

meningkatkan akuntabilitas daerah dianalisis melalui indikator pendekatan kriteria

efektivitas menurut (Martani & Lubis, 2007) yang menilai keberhasilan organisasi

dalam mencapai tujuan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sumber daya,

pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Selain menilai efektivitas berdasarkan

pendekatan, efektivitas pelaksanaan SAKIP juga dipengaruhi oleh sejumlah

determinan yang saling berkaitan. Determinan efektivitas merujuk pada faktor-faktor

kunci yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi

sistem. Beberapa determinan yang relevan antara lain adalah kualitas sumber daya

manusia (SDM), dukungan teknologi informasi, ketersediaan anggaran, serta

organisasi yang mendukung akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam menganalisis
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efektivitas SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Palembang, penting untuk

mempertimbangkan tidak hanya output dan outcome yang dicapai, tetapi juga faktor-

faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh.

Transparansi adalah salah satu indikator utama dalam mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik di suatu negara. Bentuk nyata adanya

pemerintahan yang baik meliputi keterbukaan, partisipasi, dan kemudahan akses bagi

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Indikator ini

mengharuskan adanya sistem informasi yang terbuka, jelas, tepat waktu, dan dapat

dibandingkan dengan kondisi keuangan serta pengelolaan organisasi. Dengan adanya

indikator ini, maka akan terbentuk hubungan saling percaya antara pemerintah dan

masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Besarnya bobot pada komponen perencanaan kinerja disebabkan oleh peran

pentingnya tahapan awal manajemen kinerja SAKIP. Perencanaan kinerja menjadi

dasar dalam pelaksanaan sistem ini, karena mencakup penyusunan visi, misi, tujuan,

serta sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Setiap tujuan

dan sasaran tersebut disertai dengan indikator keberhasilan yang akan digunakan

dalam proses pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Selanjutnya,

perencanaan kinerja juga harus mencakup proses cascading, yaitu penurunan dan

penyelarasan kinerja hingga ke unit organisasi paling bawah, agar setiap program

dan kegiatan yang dijalankan memiliki keterkaitan dan hubungan langsung dengan

pencapaian visi dan misi organisasi.

Komponen pelaporan kinerja juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan

SAKIP. Pelaporan kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator

kinerja yang tercantum di dalam dokumen perencanaan kinerja. Untuk

mengendalikan proses pencapaian kinerja maka pelaporan kinerja dilaksanakan
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secara berkala (bulanan/triwulan/semester). Selain itu, pelaporan kinerja diharapkan

juga dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pimpinan hingga pelaksana, serta hasil

pelaporan tersebut dapat dijadikan dasar dalam penilaian kinerja.

Penelitian sebelumnya antara lain (Stephani et al., 2024) “Analisis Efektivitas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Perwakilan BPKP

provinsi Sumatera Barat” dengan metode penelitian bersifat kualitatif. (Nani et al.,

2021) “Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten

Sumba Timur” dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. (Br et al., 2022)

“Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah

Kabupaten Wajo” dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. (Jauhari et

al., 2024) “Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Sakip) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah

(Bapperida) Kota Bandar Lampung Guna Mewujudkan Good Governance” dengan

metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. (Apriani, 2024) “Efektivitas Pelatihan

ASN terhadap Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Kaimana” dengan metode penelitian

bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian terkait meningkatkan akuntabilitas (Setiawan et al., 2024)

“Efektivitas E-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya”

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. (Mukaromah & Priyono, 2021)

“Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas

Pertanian dan Pangan Kota Magelang” dengan menggunakan metode penelitian

bersifat kualitatif dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan

reformasi birokrasi di Dinas Pertanian dan Pangan seluruhnya sudah berjalan dengan

baik. Penelitian lainnya dalam implementasi SAKIP yaitu (Stefan et al., 2023)
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“Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur” dengan menggunakan metode

penelitian bersifat kualitatif.

Penelitian lainnya dalam monitoring dan evaluasi kinerja yaitu (Sa &

Hermawan, n.d., 2024) “Efektivitas Penggunaan Aplikasi E SAKIP Dalam

Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya” dengan menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif. (Hasman &

Supriaddin, 2023)“Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Bombana” dengan menggunakan metode

penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar berfokus pada pengelolaan

internal tanpa membahas secara spesifik aspek pelaporan kinerja, padahal pelaporan

kinerja yang optimal adalah salah satu indikator penting keberhasilan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini juga dilakukan dalam konteks reformasi

birokrasi, di mana tujuannya ialah memberikan kontribusi praktis bagi

pengembangan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Mengkaji efektivitas ini

diharapkan dapat membantu serta memberikan kontribusi dalam memperkuat

kebijakan dan keberhasilan pencapaian tujuan secara keseluruhan, serta dapat

menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam

penerapan SAKIP serta memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan

pengaruhnya terhadap kinerja akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan tidak hanya

untuk mengisi kesenjangan literatur, tetapi juga bertujuan untuk memberikan solusi

atas permasalahan instansi pemerintah, yaitu bagaimana meningkatkan efektivitas

pelaporan kinerja melalui sistem akuntabilitas yang diterapkan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “apa saja determinan efektivitas SAKIP

dalam pelaporan kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

Kota Palembang”?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu

untuk mengetahui determinan efektivitas SAKIP dalam pelaporan kinerja di Bagian

Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang konsep akuntabilitas

dalam konteks pemerintahan, serta bagaimana akuntabilitas dapat

diukur dan diterapkan

2. Memperoleh kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi

seluruh civitas akademika jurusan Ilmu Administrasi Publik serta untuk

mengetahui kebijakan publik dengan memasukkan elemen akuntabilitas

kinerja sebagai faktor penting dalam pengelolaan sumber daya dan

pelaporan kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Daerah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memperoleh cara-cara penyusunan rencana kerja yang lebih baik,

monitoring dan evaluasi, penyelesaian masalah, serta kolaborasi

antardivisi untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju
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tujuan yang sama di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Daerah Kota Palembang.

2. Tumbuhnya penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih

efisien, sumber daya yang lebih efisien, sehingga Bagian Perencanaan

dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat mencapai

akuntabilitas kinerja yang lebih baik melalui pemanfaatan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai oleh mahasiswa.
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